
PERATURAN DAERAH KABUPATE:N BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR

7TAHUN 2005 TENTANG KfDUDlIKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABl/PATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA
BUPATI BANYUASIN.

buhwa dengan telah ditetar,kannya Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2Q07 t~ntang Perubalian Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tanun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuallgan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu memb~ntuk
Peraturan DaerQh tentang' Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Saflyuasin Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat
Daerah Kabupaten Banyuasin.

1 Pasal 18 oyat (6) Undang - Undang Dasar Negara Repub\ik Indonesia
Tahun 1945 ;

·2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 t~ntang Protokol (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan
Lembarctrl Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Neqara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
NE:.:garIJ Republik Indonesi~ Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Ul'ldang Nom?:" 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupoten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran
N~gara Republlk Indonesia Nomor 4181);

5. Uhdang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negal'a
(Lembar'an Negara Republik Indonesia Tahun 2C03 Nomor 47,
To.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. UnQ'ang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedud'Jkan Majelis PermusyawaratOf' Rakyat, Dewan Perwakilan
Raf<yat, Dewan Perwakitan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
DaerC\h(Lembaran Negara Re.publik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSia Nomor 4310);

I. Undang-Ut)dang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan hlegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia TahlJn 2004 Nomor 5,
TC\I,1bapanLembaran N~gara Republik Indonesia Nomor 4355);



8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 t entang .Pembentukan
PeratlJran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
TahlJn 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Il'\donesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan TQnggung3awub Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik IndonesiCl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negar'a Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-L ndang Nomor 32 ,.ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
"iambo.han Lemburan Ne~arCl Republil< Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-U"dang Nomor 8 Tahun
2005 temc.ng Penetapan Percturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undo.ng Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undong-Undang
f'.IOlT'or 32 Tahun 2004 ter-tang Pemerintahan Daerah meiljani
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
NOlllor 108, Tambahan Lembm·o.n Negara Republik Indonesia Nomor
4(43);

10. Undcmg-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat deln Pemerintahan Daerah
(Lembaran Neg~ra Republik Indonesia Tahun 2004 t-lomor 126,
-rambokan Lembaran Negara Re;>ublik Indonesia Nomor 4438);

11. Per'aturan Pemerintah "'omer 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan .Tata
P~nghormatan (Lembaran Negara RepubliJ.- Indonesia Tahun 1990
Norrior 54, Tambahan Lemburl.1nNegara Republik Indonesia Nomor
'3952);

12. Peratur-an Pemerintah NomoI" 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawa.san (..rtas Penyelen9goraan Pemerintahan Daerah (Lembara""
Ne90ra RelJubli~ Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah NotTlor 24 Tahun 20Q4 tentang Keduullkar
PrC'tokoler dan Keuan9an r'impinan dan Ang90ta Dewan Per'Nakilan
Rakyat Dauah (Lembaran Negara Republik Indonesio Tahu,l 200/
Nom"r 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (Lembar'an Negara Republik
Ind'mesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar'(l
Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan ?emerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaat.
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuolik Indone~ia Tahun 200!J
Nomer 140, Tambahan Leml;aran Negara Republik Inuonesia Nomor

4578);
15. Per'aturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomcr.

Pembinaan don Pengawasc.n Penyelenggaraan Pemerintahan Daera'l
«(..embaran Negara Republik Indonesia Ta'lun 2005 Nomor 16:,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);



..1.6.Peraturon Pemerintah Nemor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Uruslln P,~merintahan antara Pemerintah, Pemerintahcn Daerah
Provinsi dan Pemerintchan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
RelJublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Neqara Repllblik Indonesia Nomor 4737);

l7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuas;n Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Keduoukan Protokoler dan. KeuQngan Pimpinan dan Anggota Dewan
Per...,akilal" Rakyat Daerah Kabupate:l Banyuasin (Lembaran Daerah
Kt.bupater. Banyuasin Tahun 2005 Nomor 11 Seri E), sebagaimana
telah :iiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor
35 Ta~.un 2006 (Lembaran Dact'ah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006
Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersamo
DEWAN PERWAK1:LAN RAKYAT DAERAH KADUPATEN BANYUASIN

dan
SUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMO~ 7 T AHUN
2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PrMPINAN DAN ANGGOT A DEW AN PERW AKILAN RAKYAT
DAER"H I(ABUPATEN BANYUASIN

Pasal 1

Bebero.pa heten11Jan dalam Peraturan Dae.rah Kabupaten Banyuasin Nomor
7 Tohun 2005 tentong Ke.dudukc.lI1Protokoler don Keuongan Pimpinan dan
Anggoto Dewan Perwaklan Rakyot Daerah Kabupaten Banyuasin
(LembarC'n Daerah Kabupaten Panyuasin Tahun 2005 Nomor 11 Seri E),
sebagait1\ana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupoten Banyuasin
Nomor 35 Tahun 2006 (Lemboran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2006 Nomer 4 Se.ri E) diubah sebagoi beril<u'f

1. Ketentunn Pasal 1 al1gxa 18a dan 18b, diubah sehingga berbunyi se':>aga:
berikut:
18a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uong yang c..iiberikan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan da!am rangka mendorong
pe'1ingkatan !<inerja Pimpinan dan Anggota DPRD ;

18b. Belanja pemmjong Opel"asional Pimpinan odcilah dana yang
disediaKan bagi Pimpinan DPRD seti'lp bulan untuk menunjang
kegiaTan oper'asional yang berkoitan dengan representasi.
pelayancn dan kebutuhan Inin guna melancarkan pelaksar,aan tugas
cian fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. KetentLJan Pasat lOA a)'at (2) dihapus sehingga Pasal 10A berbunyi
Se':>agaiber'ikur :

PasoI lOA

Seiain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PeraturM
Dqerah ini, kepada Pimpinan dan Ang90ta DPRD diberikan penerimaan
lain herupa Tunjangan Komunikasi Intensi'f.



-3. Ket~ntuan Pasal 14A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A
TunJangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasa' lOA
Perotural1 Daerah ini, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
dengan memp~rtimhangkan kemampuan keuangan Daeruh.

4. Ket~.ntuan Pasal 14B dan F-asal14C dihapus ;
5. Ketentuan Pa~al 14D diubah menjadi Pasal 14B sehingga berbunyi

sebagai berikut :
Posol 148

Tunjang:xn Komunikasi Intensif sebagnimana dimaksud aalam Pasal 14A
fernturan Daerah ini, dibayarkan t~I'hituny mulai tanggal 1 ,j-a~luari
2007.

6. Ketel1tuar. Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 bed,unyi sebagai
ber Ikut .

P(..sal 15

(1) Pajak PE:.llghasilan Pllsal 21 PimriMn dan Anggota DFRD ata$
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan
Daerat-· ini dibebankan kepada APBD;

(2) Pajak Penghasilan Pa'sal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas
pen,~rimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal lOA Peraturan
Da~rah ini. dibebankan kepada yang bers(..f\gkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakclI'.

7. Diantara Pasal 25 dan Pasal. 26 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasa'
25A. Pasal 25B, Pasal 25C dc...nPasal 2:;D sehingga berbunyi sebagai
bel'ikut :

Pasal 25A

Selain ~elanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
25, kepadc Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasionc.d
Pil(1lP'"I.lr'\setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.

Pasal 25B

BelalljCl Penunjang OperasionaJ Pimpinnn sebagaimana dimaksud dalam
pasol 25A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi
KCT\.IaDPRD ditambah 2 t (dua seperdua) kali jumlah uang repr~sentasi
seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasol 25C
Belanja Penunjang Operasionul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam rasal 2SA disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Posal 25D

Penggunaan -Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana
dimal<sud da/am pasa 25A bcrdasarkan pertimbangan kebijakan
Pimpinan DPR;) dengan memperhatikan asas l'T'anfaat dan efesicnsi
dalam ran9t<a mendukung kelat'lca"an pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD
sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

8. Diflntara ayot (3) dan "yat (4) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat yaknl
ayo+ (3a) dan ketentuan Pasul 26 ayat (4) diubah sehingga Pasal 26
berL unYI sebag'1i berikut :



Pa~al 26 .

(1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD
yon!) terdiri atas r'~nghasilan, Penerimaan lain, Tunjangan Pph
Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteroan serta Belanja Penunjang
Kegiatan DPRD yang diformu:asikan ke dalam Rencana Kerja don
Anggaran Sotuon Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
Sexr'etariat DPRD;

(2) Be~on.iaPimpinon dan Anggoto DPi<D sebagaimana dimaksud Pda1at:1

Pasal 10, Pasal lOA, Pasal 21, Pasal 23 dan Posal 24 Peraturan
Daerah ini, dianggarkon dalom Pos DPRD;

(3) TunJangan kesejahteroan Pinlpinon dan AnJgota DPRD
~E:bogaimonadimaksud dalam Pas,.! 16, Pasol 17, Pasal 19 dan Pasol
21, serta belanjo penunjang kegiatan DP~D sebagaimana dimaksud
dqlam P~sal 25 ayat (5) Peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam
Pos Sekretario,t DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanju
sebaga' beril<ut :
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jaso ;
c, Belonja modal.

·(3a) Belanja Penunjang Operasionot Pimpinoll DPRD sebagoimana
dimaksud dolom Pasol 25A dianggarkan datam Pos Sekretariot
DPI~D;

(4) Sekreta,1is DPRD mengelolo helanja DPRD sesuoi dengon
keter·tl Ian peraturall perundang-undangcn.

!'asal II

Peratureln Daerah ini mulai berlaku poda tanggol diundangkan.
Agar sefiap o,'ang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar:
Doerah in, dengan penempatannya dalam Let'"lbaran Daerah Kabupater.
BanYl'( sin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tan99al 25 Februari 2008

di Pangkalan Balai
3 Maret 2008


